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Abstrak 
Pada putusan tingkat pertama ini, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Smn, tersebut hakim Menyatakan Terdakwa Indah Putri binti Maisel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat. Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 sudah tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan    perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.  Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung memutuskan dengan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlakuLalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat itu melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya
Kata Kunci  : Kecelakaan Lalu Lintas, Tindak Pidana, Kealpaan, Luka Berat.
Abstract

its Decision dated August 16, 2016 Number 212/Pid.Sus/2016/PN Smn, the judge stated that the Defendant Indah Putri bint Maisel was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act because of her negligence causing a traffic accident. traffic causing serious injury. The purpose of this study is to analyze the basis of the judge's consideration (Ratio Decidendi) of the Supreme Court in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 97 K/Pid/2017 if it is related to the actions of the Defendant and the actions committed by the Defendant can be accounted for according to Criminal Law. This research is a normative juridical law research discussing the doctrines or principles in the science of law. The results of the research analysis and discussion show that the criminal imposition in this case, the Supreme Court Judge decided on the grounds that the Public Prosecutor's cassation could not be justified, the Judex Facti decision which stated that the Defendant was proven because of his negligence in causing a traffic accident that caused serious injuries and sentenced him to imprisonment for 6 months. six) months with a probationary period of 1 (one) year and a fine of Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary of 1 (one) month, is correct and correct. In the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 97 K/Pid/2017 the decision-making process carried out by the Panel of Judges in the author's opinion is in accordance with the applicable legal rules. Then consider criminal liability, in this case the Panel of Judges is based on the facts that arise in the trial. assessing that the defendant can be held accountable for the actions committed by considering that at the time he committed his actions he was in a healthy condition and capable of considering his actions.
Keywords: Traffic Accidents, Crime, Negligence, Serious Injury.
PENDAHULUAN 
Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2020 meningkat sebesar 3 persen dibanding tahun sebelumnya. Tercatat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas selama 2020 berjumlah 107.500 kasus. "Dibandingkan tahun lalu, hanya 103.672 kasus. Berarti meningkat sekitar 3 persen," katanya. Namun, lanjut dia, jumlah korban meninggal dunia berkurang 6 persen dibanding 2018 yakni dari 27.910 korban jiwa menjadi 23.530 korban jiwa. Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2020 juga meningkat dari tahun 2019 yakni 7.456.913 pelanggaran tilang dan 3.620.393 pelanggaran berupa teguran.

Data tersebut menggambarkan bahwa lakalantas diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengemudi seperti kurang sehatnya jasmani, kesiapan mental kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi berpeluang membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Faktor lain penyebab lakalantas yaitu faktor usia. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar lakalantas (Yasir, 2014).  Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat lakalantas tiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit akibat kelalaian ataupun kealpaan yang merugikan orang lain.

Berkaitan dengan timbulnya korban yang disebabkan adanya kelalaian telah diatur dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

2.   Pasal 360 KUHPidana:

1)Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

2)Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasar pada uraian dan bunyi pasal di atas, maka dalam posisi kasus lakalantas yang terjadi  pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa memboncengkan saksi Adinda Bunga Larasati (saksi korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5041 NW melaju dari arah barat kearah timur berada dilajur cepat dikarenakan ada perbaikan jalan, posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada disamping kiri truk gandeng yang dikemudikan oleh saksi Bedjo Santoso, Terdakwa melihat truk gandeng dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa menyalakan lampu seind ke kanan dan mengurangi kecepatan karena hendak menyalip truk tronton, namun setang sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menyanggol bak bagian belakang sebelah kiri truk gandeng, selanjutnya Terdakwa terlepas dari sepeda motor sekitar jarak 3 (tiga) meter, sedangkan saksi korban jatuh ke kanan berada di tengah jalan.

Berdasarkan hasil visum et partem nomor 38/10/2015/RSPR/VER/1510585/ 888016 tanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Hardyanto, dokter pada rumah sakit Panti Rapih, yang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Adinda Bunga Larasati terdapat nyeri dibagian panggul kanan dengan luka lecet di pantat kanan dan punggung kaki kanan, pendarahan merah segar dari vagina Kesimpulan : seluruh perlukaan di atas dapat disebabkan oleh karena trauma benda tumpul yang berat dan dengan kecepatan tinggi ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada putusan tingkat pertama  Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Smn, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan kepada Terdakwa INDAH PUTRI MAISEL. Lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Pada putusan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan tanggal 03 November 2016 Nomor 68/PID.SUS/2016/PT YYK, menerima banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Agustus dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi /penuntut umum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pid/2017 pada tanggal 27 April 2017 memutus bahwa alasan kasasi  tidak dapat dibenarkan. 

Penulis sendiri tidak setuju dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pid/2017,  seharusnya permohonan kasasi diterima karena hasil putusannya baik judex factie maupun judex jurisnya dalam memeriksa perkara tindak pidana ini tentunya kurang sesuai alasannya sebagai berikut :

1.  Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan jika sesuai dengan asas dan prinsip keadilan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, belum dirasa tepat dan benar karena majelis hakim belum mempertimbangkan Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa masih kuliah/mahasiswa dan belum pernah dihukum. Menurut penulis berpendapat berdasarkan kronologi peristiwa dan fakta hukum di persidangan  yang ada serta mempertimbangkan belum terpenuhinya unsur pidana kelalaian berlalu lintas oleh terdakwa hukuman yang dirasa tepat yakni pidana percobaan tanpa kurungan penjara hanya wajib lapor saja atau pidana bebas bersyarat dengan mengganti kerugian materiil dan moril yang diderita korban serta terdakwa lebih berhati hati dalam berlalu lintas apalagi yang dapat berpotensi membahayakan nyawa orang lain dan tidak mengulangi perbuatannya kembali di masa yang akan datang.

2.  Bahwa orang tua Terdakwa ada ikhtikad baik berusaha untuk membantu pengobatan saksi korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi ditolak oleh orang tua saksi korban karena orang tua saksi korban menetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

3.  Salah satu penyebab kecelakaan pada saat kejadian terdakwa memasuki jalan untuk roda empat ada truk yang melaju di belakang yang menyebabkan Terdakwa gugup, sepeda motor yang dikendarai bergoyang-goyang yang akhirnya stang sebelah kanan menyenggol badan truk sehingga motor berhenti yang mengendarai dan saksi korban jatuh ke kiri;

Hal ini akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis serta dikaji lebih dalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara tindak pidana tersebut. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan hukum tersebut menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik  Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017).
Maka muncullah dua rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 sudah tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa ? 
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana?
Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 sudah tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan    perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan  Tindak Pidana Kelalaian dalam berlalu lintas (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017) yakni mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertangung jawaban pidana, kesalahan, unsur-unsur kesalahan, lalu lintas, dasar hukum lalu lintas, kecelakaan,faktor penyebab kecelakaan, putusan hakim dan  dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum dari dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 sudah tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan    perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. 
     Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dalam penelitian tersebut penulis sudah menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. 
      Teknik pengolahan bahan hukum Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji. 
      Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum pidana lalu lintas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017

Pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :    

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar.

Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi korban yang membonceng dengan mengambil jalur untuk sepeda motor, ketika ada perbaikan jalan motor memasuki jalan kanan untuk roda empat.Pada saat memasuki jalan untuk roda empat ada truk yang melaju di belakang yang menyebabkan Terdakwa gugup, sepeda motor yang dikendarai bergoyang-goyang yang akhirnya stang sebelah kanan menyenggol badan truk sehingga motor berhenti yang mengendarai dan saksi korban jatuh ke kiri; - Akibat kecelakaan tersebut saksi korban dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) bulan yang menghabiskan biaya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). 

Orang tua Terdakwa berusaha untuk membantu pengobatan saksi korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi ditolak oleh orang tua saksi korban karena orang tua saksi korban menetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); - Bahwa Terdakwa masih mahasiswi/kuliah dan belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus ditolak oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Analisis dasar pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 sudah tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa

Hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  berusaha  mencari  kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun pidana materil dan syarat yang dapat dipidana seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Jaksa penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuain ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat pada ketentuan pidana untuk pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan tidak diatur dalam UU LLAJ. 
Kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, baru dapat ditindak jika disertai dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ, yang menyatakan:  

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

-
Setiap orang

-
Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya

-
Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berkaitan dengan masalah diatas, penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim haruslah sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkara ini, maka penulis berkesimpulan sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan.

Berkaitan dengan perkara tersebut pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dijelaskan sebagai berikut : “Dalam memutus suatu perkara seorang hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis seperti Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung memutuskan dengan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar.

Selanjutnya, Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan menjatuhkan hukuman lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun, Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama persidangan, yakni terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan serta alasan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peran Hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberiaan makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu
nestapa, namun pemidanaan tidak maksudkan untuk menderitakan dan tidak di perkenankan merendahkan martabat  manusia.

Penulis sendiri setuju dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pid/2017  akan tetapi dengan alasan pembeda sebagai berikut :

1. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan asas dan prinsip keadilan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan majelis hakim Mahkamah Agung pada Putusan Kasasi Nomor 97 K/Pid/2017 menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, yakni Terdakwa Menurut penulis berpendapat berdasarkan kronologi peristiwa dan fakta hukum di persidangan  yang ada serta mempertimbangkan terpenuhinya unsur pidana kelalaian berlalu lintas oleh terdakwa hukuman yang dirasa sesuai dengan akibat yang ditimbulkan korban sampai mengalami luka berat walaupun status terdakwa masih kuliah dan korbannya adalah temannya sendiri namun tetap tidak dapat dibenarkan. 

2. Biaya pengobatan di rumah sakit dan ganti rugi secara materiil tidak serta merta cukup menjadi alasan penghapus pidana terdakwa tersebut yang telah mengalami luka berat dan harus dirawat di rumah sakit secara intensif. korban juga membutuhkan pengobatan atau terapi psikisnya untuk mengembalikan mentalnya dari trauma kejadian kecelakaan tersebut. Belum lagi kewajiban korban untuk menyelesaikan studi pendidikannyapun menjadi terhambat akibat  peristiwa ini serta belum bisa beraktivitas kembali secara normal. 

3. Seharusnya terdakwa tidak terburu-buru dan terdakwa seharusnya bisa lebih berhati-hati lagi dalam berlalu lintas apalagi sampai mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya sendiri dan korbanpun turut mengalami luka berat.Hal tersebut sebagai pelajaran dan efek jera bagi terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena kelalaian dan ketidaktaatannya pada aturan lalu lintas.

Analisis Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dapat Dipertanggungjawabkan Menurut Hukum Pidana

Suatu  proses  peradilan  berakhir  dengan  putusan  akhir  (vonis)  yang  di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatatur dalam Pasal 183 KUHP. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan Negatif-wetteliijke stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik Lamintang karena: 

1. Disebut Wettelijik atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.

2. Disebut negative karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindakan pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari hal yang dijelaskan tersebut, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya sipelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ditinjau dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau penindasan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (schuld) terdiri dari kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. "Kesengajaan" (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu: 

1) kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). 

2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 

3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis).

Sedangkan "kealpaan" (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawab pidana atau kesalahan menurut para ahli hukum pidana bahwa kesalahan (schuld) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (schuld) terdiri atas tiga unsur yaitu)(Marpaung, 2014):

1. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku;

2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.
Kemampuan bertanggung jawab atas kesalahan dan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menetukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : 

“barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dapat dipidana”.
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis ( jiwa ) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian ( culpa ). Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan ada 3 macam yaitu (Ariman 2016) :

1.
Kesengaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khayalak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti sipelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman ini.

2.
Kesengajaan secara keinsyafaan kepastian.

Kesengajaan ini ada pada sipelaku apabiala, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3.
Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjdi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurang paling lama satu tahun.”

Untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenaran maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal /boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. Dasar penghapusan pidana atau juga disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termasuk didalam buku I KUHP, yaitu dasar pembenaran : bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Pertimbangan majelis hakim mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan pada saat itu melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan menimbulkan keprihatinan bagi keluarga korban. Hal-hal yang meringankan yaitu:

-
Terdakwa belum pernah dihukum;

-
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalam persidangan;

-
Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah proses pidana dijalani  terdakwa dapat kembali kejalan yang benar.
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung memutuskan dengan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar. Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim haruslah sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009. Sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan.

2. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Petimbangan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat itu melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan menimbulkan keprihatinan bagi keluarga korban.
Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan menjatuhkan hukuman lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun, Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama persidangan, yakni terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan serta alasan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

2. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan,selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang hukum dengan baik, bukan saja hukum formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana unsur yang didakwakan.

3. Beberapa hal yang kadang kala menjadi kendala pelaksanaan putusan, apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya dihadapan persidangan dan kurangnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Solusi atas kendala-kendala tersebut bahwa keterangan terdakwa oleh hakim sebaiknya dijadikan pertimbangan akhir, keterangan saksi alat bukti cukup dijadikan patokan dalam menjatuhkan putusan.
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